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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dasar Legalisasi Izin Usaha Air Minum Depot Isi Ulang harus Mematuhi 

aturan izin yang sudah di atur dalam Undang-Undang no 8 thn 1999, 

Undang-Undang no 9 tahun 2009, dan Permenkes 492 thn 2010,  

berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002, 

Peraturan Gubernur Nomer 50 tahun 2020 tentang Pencegahan Hukum 

Protokol Kesehatan Covid-19. Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan 

dengan konsumsi air minum isi ulang berdasarkan data lapangan belum 

berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 14 Depot yang ada di 

Kota Mataram, terdapat beberapa yang kurang aktif. Depot air minum isi 

ulang wajib memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air 

minum isi ulang yaitu informasi tentang higiesitasi, tanda daftar yang 

masih berlaku, hasil pemeriksaan labotarium tentang kualitas air minum isi 

ulang. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan normatif, dasar kegiatan 

depot air minum isi ulang, maka akan diberlakukan beberapa upaya yang 

melibatkan Asosiasi air minum (ASPADA), dan Dinas Kesehatan Kota 

Mataram. Selain itu, Legalisasi izin usaha dan pelayanan depot air minum 

isi ulang, tetap berdasarkan pada regulasi yang ada, akan tetapi di masa 

pandemi covid-19, setiap pelaku usaha di wajibkan mematuhi protokol 

kesehatan.  
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2. Jaminan perlindungan Konsumen terhadap Higeinitas air minum isi ulang 

depot air minum pada masa pandemi Covid-19, terdiri dari : 

a. Higiene sanitasi Pada Depot air Minum tersebut, yang dimna pelaku 

usaha harus sangat teliti dalam memeriksa kondisi higiene sanitasi 

depot yang dimiliknya. Yang meliputi dari peralatan, penjamah, air 

baku menjadi air yang minum/ layak untuk di konsumsi oleh konsumen. 

b. Perlindungan Kesehatan, yang dimana perlindungan kesehatan ini harus 

benar-benar di perhatikan oleh pelaku usha maupun konsumen, jika di 

kaitakn dengan era saat ini di masa pandemi ini pelaku usaha maupun 

konsumen harus tetap mematuhi protokol yang sudah di terapkan oleh 

pemerintah, agar virus covid-19 tidak menular/ menjalar melalui 

konsumen atau pelaku usaha. 

c. Hambatan lainnya bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan 

perlindungan hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum oleh pelaku 

usaha air minum isi ulang mengenai kewajibannya dalam memberikan 

informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang 

air minum isi ulang yang dijual. Selain itu hambatan lain bagi 

konsumen yaitu konsumen, ketidaktahuan konsumen mengenai hak-hak 

yang dimilikinya, serta kemana harus mengadukan dan menuntut 

tanggung jawab ketika terdapat kerugian yang dialaminya. 

d. tidak tau mengenai hak-hak yang dimilikinya dan konsumen tidak tau 

kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian 
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yang dialaminya, sehingga banyak konsumen tidak mendapatkan 

perlindungan hukum. 

 

B. Saran 

Sebaiknya pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah melakukan 

sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, dengan diketahuinya 

mengenai hak dan kewajibanya masing-masing baik dari pihak konsumen 

maupun pelaku usaha supaya tidak adanya lagi pihak yang dirugikan atau 

Dinas Kesehatan maupun pihak yang bersangkutan dalam mengawasi Depot 

Air Minum (DAMIU) ini harus secara rutin melakukan uji kelayakan air 

minum yang diperdagangkan. 
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